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BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 13

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mcnunbang -

BUPATI LABUHANBATU,

bBrahwa denedan Poraturan Bupau Nomor 44
)

Tahun 20171 telah diatar tentang lzin Usaha

Angkutan dy kabupaten Labuhanbaig;

bahwa daliom rangka membertkan kepasuan
hukum dan meningkatkan keselamaian serta
keamanan  bag masvarakat  di Kabupaten
Labuhanbatu perlu dilakukan penyvempurnian
terhadap Perataran Bupatn Nomaor 44 Tahun
20711 wemang lzin Usaha Anghkuatan:

Dahwa berdasarkan poertimbangan
sebhagiimana dimaksud poada bhural o dan
huoruf b, perhin menciapkan Perataran Bupati
tentang  Perubaban mas Peroiuran Bupny
Labunonbata Nomor 44 Tahun 20010 teoniang
Ix10 Lisaha Anglatan.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1936
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten  Dalam  Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1936 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan indonesia;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999
lentang Larangan Praktek Monopoli  Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat {Lembaran
Negara Rcepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004
ientang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoresta Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 4437) sebagaimana  vang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua  atas Undango-
Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 359,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
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12.

13.

14.

15.

64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemernntah Nomor 69 Tahun 2001
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor S1 Tahun 2002
tentang  Perkapalan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomeor 95,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1227);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan,;

Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;



16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69
Tahun 1993 tentang  Penyelenggaraan
Angkutan Barang Di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan
Ke Kapal;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 2003 tentang  Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan
Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73
Tahun 2004 tentang  Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Trayek;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44
TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang lzin
Usaha Angkutan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 14, angka
28, angka 30, angka 31, angka 33, dan angka 34
diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Inforrnatika Kabupaten
Labuhanbatu.



10.

-7-

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika adalah Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu.

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan teknis yang
ada pada kendaraan.

Angkutan adalah pemindahan orang
dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan
kendaraan, baik di jalan maupun di atas
air.

Usaha  Angkutan  adalah  perbuatan
mengusahakan, melakukan dan
melaksanakan kegiatan di bidang
pengangkutan orang atau barang dengan
kendaraan bermotor, baik dilakukan
perorangan  maupun badan  hukum,
termasuk kendaraan yang digunakan untuk
kepentingan angkutan hasil usahanya yang
beroperasi di wilayah Kabupaten
Labuhanbatu.

Izin Usaha Angkutan adalah izin yang
diberikan kepada orang atau Badan Hukum
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untuk mendirikan atau menjalankan usaha
angkutan dengan kendaraan bermotor.

Sarana Sungai adalah wadah yang dapat
digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.

Kapal Penumpang Umum adalah kapal < 7
GT yang digunakan untuk umum dan bag
setiap penumpang dikutip bayaran.

Gross Tonnage (GT) adalah isi kotor kapal
secara keseluruhan yang dihitung sesuai
dengan ketentuan Konvensi Internasional
tentang pengukuran kapal (nternational
Tonnage Measurement of Ships) Tahun
1969,

Badan adalah suatu bentuk badan usaha
yang meliputi persercan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau daerah dengan
nama atau bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta badan usaha lainnya.

Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu
pendaftaran bagi setiap kendaraan yang
beroperasi di jalan dan di atas air yang
diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.



16.

17.

18.

19.

20.

Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan
trayek yang merupakan turunan/lampiran
izin trayek yang senantiasa berada pada
setiap kendaraan yang beroperasi di jalan
dan di atas air yang
diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk untulk itu.

Mobil Bus Umum adalah kendaraan
bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari
8 (delapan] tempat duduk tidak termasuk
tempat duduk pengemudinya, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
barang untuk pengangkutan orang yang
biasanya disediakan untuk digunakan oleh
umum dengan pembayaran.

Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan
bermotor yang  dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudinya,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan barang untuk pengangkutan
orang yang disediakan untuk digunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran.

Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk
apapun yang terbuka untuk lalu lintas
umum.

Pengusaha adalah setiap orang atau Badan
Hukum yang menyelenggarakan kegiatan
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23.

24,

25.
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pengangkutan orang dan/atau barang
dengan kendaraan bermotor.,

Perusahaan angkutan adalah perusahaan
yang menyediakan jasa angkutan orang
dan/atau barang dengan kendaraan di jalan
dan di atas air.

Mobil barang adalah setiap kendaraan
bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, dan mobil bus,

Angkutan sewa adalah pelayanan angkutan
dengan mobil penumpang umum/tidak
umum yang pelayanannya dari pintu ke
pintu dan wilayah operasi tidak terbatas.

Anglautan kota adalah angkutan dan satu
tempat ke tempat lain dalam satu daerah
kota atau wilayah ibukota kabupaten
dengan menggunakan mebil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek.

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari
satu tempat ke tempat lain dalam satu
daerah kabupaten yang tidak termasuk
dalam trayek kota yang berada pada
wilayah ibukota  kabupaten  dengan
mempergunakan mobtl bus umum atau
mobil penumpang umum yang terikat
dalam trayek.
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Angkutan perbatasan adalah angkutan kota
atau angkutan perdesaan yang memasuki
wilayah  kecamatan yang  berbatasan
langsung pada kabupaten atau kota lainnya
baik yang melalui satu propinsi maupun
lebih dari satu propinsi.

Angkutan taksi adalah angkutan dengan
menggunakan mobil penumpang umum
yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
dengan argo meter yang melayani angkutan
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi
terbatas.

Angkutan Sungai dan Danau adalah
kegiatan angkutan dengan menggunakan
kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan
untuk mengangkut penumpang dan/atau
barang yang diselenggarakan oleh
perusahaan angkutan sungai dan danau.

Barang adalah semua jenis komoditas
termasuk ternak yang dibongkar/dimuat
dari dan ke kapal.

Barang Umum adalah bahan atau benda
selain dari bahan berbahaya, barang
khusus, peti kemas dan alat berat.

Barang Khusus adalah barang yang karena
sifat dan bentuknya harus dimuat dengan
cara khusus.
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Alat Berat adalah barang yang karena
sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga
memungkinkan  angkutannya  melebihi
muatan sumbu terberat (MST) dan/atau
dimensinya melebihi ukuran maksimum
yang telah ditetapkan. :

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor
dengan kapasitas 9 s/d 16 penumpang
dengan ukuran dan jarak antar tempat
duduk normal tidak termasuk tempat
duduk  pengemudi dengan  panjang
kendaraan 4-6,5 meter.

Terminal adalah prasarana transportasi
jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan/atau barang serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah
satu wujud simpul jaringan transportasi.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang
sclanjutnya disingkat dengan JBB adalah
berat maksimum kendaraan bermotor
berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan
yang biasanya disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan
pembayaran.
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37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) terdiri dari :

a.

Izin usaha angkutan orang dalam trayek
yang meliputi :

1) angkutan Kota;

2} angkutan Perdesaan;

3) angkutan Perbatasan.

Izin usaha angkutan orang tidak dalam
trayek yang meliputi :

1} angkutan Taxi;

2} angkutan Sewa.

Izin usaha angkutan barang yang meliputi :

1) angkutan barang umum;
2} angkutan barang khusus;
3} angkutan alat berat.

Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
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3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

{1} Pengusaha yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) untuk Izin usaha angkutan orang dalam
trayek, Izin usaha angkutan orang tidak
dalam trayek, dan Izin usaha angkutan
barang harus melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a.

b.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang masih berlaku;

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP};

Informasi Trayek (untuk angkutan
orangj;

menyediakan fasilitas penyimpanan
kendaraan;

memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi
Pemohon yang berbentuk Badan Usaha,
Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon
yang berbentuk koperasi, tanda jati diri
bagi pemohon perorangan,

memiliki Surat Keterangan domisili
Perusahaan;

memiliki Surat Izin Tempat Usaha
(SITU);
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Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki
atau menguasai 5 (lima) kendaraan
bermotor;

Pemyataan Kesanggupan untuk
menyediakan  fasilitas penyimpanan
kendaraan.

Pengusaha yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{1) untuk Izin Usaha Angkutan Sungai dan
Danau harus melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a.
b.

Surat Perrnohonan;

Memiliki akte pendirian perusahaan bagi
pemochon yang berbentuk Badan Hukum
Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk
bagi Warga Negara Indonesia
perorangan;

Pernyataan tertulis sanggup memiliki
sekurang-kurangnya 1 (satu} unit kapal
yang memenuhi persyaratan
teknis/ kelaikan sesuai dengan
peruntukan dan rencana trayek yang
akan dilayani, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Memiliki surat keterangan domisili
perusahaan/pemilik;

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
{NPWP);



-16 -

(3) Pengusaha yang telah mendapatkan izin
usaha angkutan sungai dan danau wajib
mengajukan  permchonan  persetujuan
pengoperasian kapal angkutan sungai dan
danau dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. lzin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
(SIUASDA);

b. Bukti kesiapan kapal untuk
dioperasikan sesual ketentuan yang
berlaku serta kapal yang sesuai dengan
spesifikasi trayek yang akan dilayani;

c. Nama dan ukuran kapal {(GT);
d. Trayek yang dilayani;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) /
Kartu Tanda Penduduk.
{4) Seluruh proses pengurusan izin usaha

angkutan dalam peraturan ini  tidak
dipungut biaya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

a. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan
Darat yaitu: Permohonan Izin Usaha
Angkutan, Keputusan Izin Usaha Angkutan,
Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan,
Keputusan Pencabutan Jzin Usaha Angkutan,
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Penolakan Izin Usaha Angkutan, Kartu
Pendaftaran, Kartu Pengawasan, Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan,
Formulir Laporan Usaha sebagaimana
tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 9
Lampiran [ Peraturan ini.

. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan
Sungai dan Danau yaitu:Permohonan Izin
Usaha Angkutan; Penolakan Permohonan Izin
Usaha Angkutan; Surat Izin Usaha Angkutan;
Permohonan  Persetujuan  Pengoperasian
Kapal Angkutan; Penolakan Persetujuan
Pengoperasian  Kapal Angkutan; Surat
Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan;
Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan;
Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan;
Keputusan Pembekuan Persetujuan
Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan
Pencabutan Persetujuan Pengoperasian Kapal
Angkutan; Surat Ukur Kapal; Surat
Pendaftaran dan  Kelengkapan  Sarana
Angkutan; Sertifikat Kelaikan dan
Kebangsaan  Kapal; Surat  Keterangan
Kecakapan Nautika Kapal; Surat Keterangan
Kecakapan Teknika Kapal; Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan;
Laporan Harian Kegiatan  Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan; Laporan Harian
Kegiatan Operasional Kedatangan dan
Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;
Laporan Bulanan Kegiatan Operasional
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Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan; Laporan Bulanan
Kegiatan Operasional Kedatangan dan
Keberangkatan Kapal Angkutan Barang
sebagaimana tercantum dalam contoh 1
sampat dengan 20 Lampiran [l Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengusaha Angkutan Darat yang telah
mendapatkan izin usaha angkutan,
diwajibkan :

a. memiliki dan/atau menguasai sekurang-
kurangnya S (ima) kendaraan sesuai
dengan peruntukan, yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan;

b. awak kendaraan yang  beroperasi
merupakan pegawai tetap dan memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mematuhi
waktu kerja dan waktu istirahat bagi
pengemudi;

¢. memiliki dan/atau menguasat tempat
penyimpanan kendaraan,;

d. melakukan kegiatan usaha angkutan
selambat-lambatnya dalam waktu 6
(enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha

angkutan;
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e. mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan bidang usaha angkutan;

f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun
kepada pejabat pemberi izin usaha
angkutan,

g. melaporkan apabila terjadi perubahan
pemilikan perusahaan atau domisili
perusahaan, dengan menggunakan Surat
Permohonan Pengalihan Kepemilikan.

(2) Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau
yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan,
diwajibkan :

a. memenuhi kepemilikan kapal paling lama
6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin
usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf c;

b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin
usaha angkutan berkaitan dengan :

1. Kegiatan usaha angkutan untuk setiap
tahun,;

2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan
kapal dan/atau domisili perusahaan;

3. Melaporkan setiap kegiatan
pengangkutan barang berbahaya.

(3) Pengusaha kapal angkutan orang di Sungai
dan Danau yang telah memperoleh
persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan
untuk :
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. memenuhi kewajiban yang telah

ditetapkan dalam persetujuan
pengoperasian kapal;

. mengoperasikan kapal sesual dengan jenis

pelayanan berdasarkan persetujuan
pengoperasian kapal yang dimiliki;

. mengoperasikan kapal yang memenuhi

persyaratan teknis/kelaikan;

. mempekerjakan awak kapal yang

memenuhi persyaratan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,;

. mematuhi waktu kerja dan waktu

istirahat bagi awak kapal;

melaporkan apabila terjadi perubahan
kepemilikan kapal dan/atau domisili
perusahaan/pemilik selambat-lambatnya
14 (empat belas) har setelah terjadi
perubahan;

. membuat laporan harian kedatangan dan

keberangkatan kapal kepada Kepala
Pelabuhan Sungai dan Danau di
pelabuhan  pemberangkatan  maupun
pelabuhan tujuan, dengan menggunakan
Laporan Harian Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan serta Laporan
Harian Kegiatan Operasional Kedatangan
dan Keberangkatan Kapal Angkutan
Barang;
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h. menyampaikan laporan bulanan Kegiatan
Operasional  kepada  Kepala  Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika  Kabupaten  Labuhanbatu
selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima)
pada bulan berikutnya yang merupakan
rekapitulasi dari laporan kedatangan dan
keberangkatan dengan  menggunakan
Laporan Bulanan Kegratan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Penumpang Angkutan serta Laporan
Bulanan Kegiatan Operasional
Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Angkutan Barang;

1. mengumumkan jadwal perjalanan dan
daftar tarif angkutan kepada masyarakat
dan menempatkan di dalam kapal yang
mudah dilihat;

Jj. melayani trayek sesuai dengan
persetujuan yang diberikan dengan cara :

1. Mengoperasikan kapal secara tepat
waktu sejak saat pemberangkatan,
persinggahan, dan sampai ke tujuan;

2. Memelhhara kebersihan dan
kenyamanan kapal yang dioperasikan;

3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada penumpang.
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. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagali berikut:

Pasal 10

(1) Izin usaha angkutan Dberlaku selama
pemegang izin menjalankan usaha angkutan.

(2) Persetujuan pengoperasian kapal berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Izin Usaha Angkutan Darat dapat dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. pemegang izin melakukan tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. pemegang izin tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam
iz1n,

c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya;

d. tidak melaporkan kegiatan usaha selama
2 [(dua) tahun Dberturut-turut tanpa
keterangan yang dapat diterima.



-

223 -

(2) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan
persetujuan pengoperasian kapal dapat
dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan, dalam hal pengusaha yang
bersangkutan :

a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) hurul a;

b. melakukan kegiatan yang memhbahayakan
keamanan negara,

¢. memperoleh izin usaha dengan cara tidak
sah;

¢ melakukan tundakan vang mengakibatkan
lerancamnva keselamatan jiwa manusia
dan lingkungan hidup;

¢. alas permintaan sendirt.

(3) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang
meclanggar ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 avat (3), dikenakan sanksi
berupa peringatan tertulis sebanyvak 3 (tiga]
kah berwurut-turut dengan tenggang wakiu
masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan  Bupati  ini berlaku pada  langgal
citetapkan.
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Agar  setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan  Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Drtetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 15 Tahun 2012
Tanggal 06 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

LI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT-1
NIP. 19640910 199703 1 001



Lampiran ! ; Peraturan Bupati Labubanbaiu
Nomor : 15 Tahun 2012
Tanggal : 06 Juni 2012

CONTOH 1,
PERMORONAN 1Z]IN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUBAHAAN / EOPERASI / FERORANGAN
ALAMAT LENGHAP, RO TELEFON

Rantauprapat, ....cccoomvveiiiiinn e
Nomor L e Kepada Yth,
Lampiran T Bupat Kabupaten Labuhanbatu
Perihal : Permchonan lzin Usaha c/q Kepala Dinss Perhubungan,
Angiutan Dengan Kendaraan Korunikasi dan Informatiia
Bermotor Umum di -
Rantauprapat

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Paeal I8 ayat [2) Peraluran Pemerintah No.4! Tahun 1993 tentang
rengajukan permohenan untuk memperoleh [zin Usaha Angkutan dengan Kendaraan
Bermotwr Umum,

2. Surat Permohonan untuk memperoleh lzin Usaha Angkutan schagaimana dimakeud dalam
N butir 1, dilengkapi dengan :
MNomor Pokok Wajib Pajak [NPWP),
Alte Pendirian Perusahaan / Koperasi / Tanda Jad Diri Perorangan;
Surat Keterangan Domigdli Peruashaan:
Surat lzin Termnpat Usahs {SITU)/HOD,;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memiliki ateu Menguaani Kendarsan Bermotor;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan
Bermotor.

moeonopR

3. Demikian permoheonan kami, dengan harapen dapat dikabulkan dan atae perhapan scrin
bantuan yang diberikan dihaturkan terima kaaih,

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERQRANQAN ..ot i e,

Materai Rp.6 00 -

{Nama Jelas)

Tembusan |

1. Kepala Dines Perhubungan, Eomunikesi dan lnformatiks
Kabupaten Lebuhanbata.



CONTOH 2
BENTUK IZIN URAHA ANGEUTAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATG
NOMOR ... / ... | 30...
TENTANG
IZIN UBAHA ARGEUTAN DENGAN EENDARAAN UMUM

BUPATI LABUHANBATT,

Berdasarkan Undang-Undang MNowmor 22 Tehun 2009 tentang Laly Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan
Pemerintzh Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan berdasarkan permohonan izin vaaha angkutan
dengan kendaraap umum dan ... Nomor ......... Tanggal ... diberikan lrin Usaha
Angkutan kepada !

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT KANTOR

NAMA PIMPINAN

ALAMAT PEMILIK

NOMOR POKCOK WAJIB PAJAK [NFWP)

[rin Usaha Anghutan Berlaku Unluk Semua Jenia Usaha Anghutan Orang den fatau Barang.

Kewgjiban Pemegang lzin Usaha Anghkutan ... adalah sebagai berikut :

1.I Uaahe harue dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 {enam) bulan scjak {=in usaha diterbitkan,
2.  Pemegang izin usaha harus menyedinkan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan),

3.  Letak garasi terscbut dalam ad | dalam betas rooilijn (gads depan).

4.  Pemegang izin usahe harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang sctiap waktu dapat dipergunakan

jika bmbul kebakaran.
5. Pemegang izin uasha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi helaman.
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izn sebelum waktunya
berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohoa kemudian ternyata tidak benar.



Membaca

Menimbang

Mengmgat

Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

CONTOH 3.

KEFUTUSAN FPEMBEEUAN IZIN T/SAHA ANGEUTAN
HEFUTUBAN BUPATI LABUHANBATD
NOMOR .. { ... f 20...

TERTANG
PEMBERUAN IZIN UBAHA ANGEUTAN

BUPATI LABUBANBATTU,

: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikani dan Informatika Kabupaten

Labuhanbaty Nomar .........cccoeenns ANREAR] ..oeui s

. a. bahwa dat.

b bahwa dat.

1 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angloutan Jalon;

2. Peraturen Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomer KM 69 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Anghkutan Barang di Jalan;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang
Panyslenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum,

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG PEMBEKUAN IZ1N USAHA ANQKUTAN

Membekukan izin uvasha angkutan :
Namea Perusahaan P PP
Pimpinan N
Alamat N
Mulai Tangea! Do - - eedfd o

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu
mengawnas! Heputusan (ni serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu
mengenal hasll pengawasan terbadap hel tereebut.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabik di

Yemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnys akan diadaken perbaikan
sebagaimana mestinya.

Citstapkan di Rantauprapat
Pada tanggal ... ..

BUPATI LABUHANBATU,

NAMA JELAS



=

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menstapkan

KESATY

KEDUA

KETIOA

L0 R =

CONTOH 4.
EEPUTUSAN FENCABUTAN IZIN UBAEA ASGEDTAN
KEFUTUSAR BUPATI LABUBANBATD
NOMOR ... / ... / 30...
TERTARG
PENCABUTAN IZIR USAHA ANGEUTAN

AUPATI LABUHANBATU,

. Surst Kepala Dinas Perhubungan, Kemunikaai dan Informatika Kabupsten

Labuhanbatu Nomor .................. tanggal ...
: 4. bahwa dat.
% bahwa dat.
. Undang-Undang Nomer 22 Tehun 2009 weniang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
. Keputusan Menteri Perhubungan Nowmor KM 69 Tahun 1993 terdang

Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan,
. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 353 Tahun 2003 tentang
Penvelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

=

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANOKUTAMN

Mencabut ion usaha angkutan :
Nama Perusahaan e
Pimpinan

Alamat

Nomor lmn Usaha

Kepale Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu
mengawssi Keputusam ini scria melaporkan kepads Bupati Labuhanbatu
mengenai haail pengawasan terhadap hal tersebut,

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditctapkan dengan ketentuan apabida i

femudian har terdapat kelclirumn di delamnys akan disdakan perbaiken
sehagairana meatinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggel ... o

BRUPATI LABUHANBATU,



- CONTOH 5.
PENOLAKAN PERMOHONAN [ZEN USAHA ANGKUTAN
BUPATI LARUHANBATU

Nomor L e, Kzpada
Lampiran [P Yth.Pimpinan Perusahean /
Perihal : Penolakan lzin Usaha Koperaei / Pororangan

Angkutan di-

{domisili perusahaan)
1. Menunjuk Surat Permoheonan Baudara Nomer .......coeveeeieenni tanggal .ol

perinal Permohonan lxin Usaba Angkutan, dengan ini kaml sampaikas bahwe
permchonen Saudara tdak dapat disetujui dengan pertimbangan scbagai berikut:

2. Demikian disacopalkan untuk menjadi malkdum.

HOPATI LABUHANBATU,



CONTOH 6.
KARTU PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU ‘ll
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA v
JALAN H.ADAM MALIR NO. RANTAUPRAPAT \
——— e e

EARTU PENDAFTARAN
NOMOR : 38:.21/ /BUBHI/2012

Menerangian bahwa :

Nama Perusshaan D e erreriateer aeetar e e EER et rra ety Sietieaaretra e
Pirnpinan Perusahaan O O ORI
Alnmat PerusBhaan i i e tas anrea e

Telah memilhkd [zin Usaha Ang,kman veeren.. yang diterbitken oleh Bupat Labuhanbatu
NOMOT e e

Dan tanggal O
TRAIAN EENDARAAN
Telah terdaftar Angkuten ..o Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
. . . [ Jenia Tahun Dayn ut
No.Regiatrasi No.Uji Berkals Kends. Pembuatan o B JBi
1 2 3 4 F 5 6 7
Nomoer Pemeriksasn @ .............
Masa Bexlaku @ ... ajd ...

Eapuls Dinss Perhubungan Eomuonikesl dan Informatilos
Eabupaten Labuhsnbata,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP,




CONTOH 7.
KARTU PENGAWASAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU .‘ﬁ‘.
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIXKASI DAN INFORMATIKA w0
JALAN H.ADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT

KARTU PENGAWABAN
NOMOR : B31.21; JHUBKI/2012
UNTUE MENGANGEUT PENUMPANG DENGAN MOBIL
BUS{MOBIL PENUMPANG DMUM

Berdasarkan Surat Kepuiusan Bupan Labubanbatu Tanggal......... Nomor......... oleh Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informauka Kabupaten Labubanbatu dibenkan Karta Pengawasen Kepada ...
yang dipimpin oleh ..o di dari tanggal o e,
samapai dengan WngEal ... i dengan menggunakan Mabil ... Umum untuk
mengangkut penumpang pada ayek o

Untuk keperluan tersebut dipergunakan
Mobid .....oceenn Umurn sebagal berikut :

Nomor Regiatrani
Nomor Uji Xendaraan
Daya Anghut

Diberikan dy Rantauprapat Tanggal ... coees v

Kapals Dinas Perhubnogan REomunilnsd dan Informatiks
Habupaten Labuhanbatu,

Nama Pejabat
Panghat
NIP.



CONTOH 8.
PERMOHONAN PENOALIHAN KEPEMILIKAN

NAMA PERUBAHAAN/ROPERABI/ FERORANGAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada :
Permehonan Persctujuan Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
Pengaithan Pemilikan Cq. Kepala Dings Perhubungan
Perusahaan Komunikssi dan Informatika

Kabupaten Labuhanbatu
di-
Rantauprapat

Bersama ini kami beritahukan, bahwa :
Nama

{sclaky pimpinan dari}

Nama Peruashaan :
No.Lzin Usaha :
Alamat Perusahean

NFWP Perusahaan

Bermaksud meminta persctujuan Bapak untuk peagatihan pemilikan perusahann
foaxni.

Adapun yang menjadi perimbangan dan alasan pengalihan pemilikan perusahaan
kami tersebut adaiah :

Sedang perubahan pemilikan dimaksud adalsh :

a. Nama pemilik szouls LS
Alamat pemilik semula R

b. Nama pemilik bary P
Alampat pemilik baru e e

Demilden peroberitahuan kami dan mohon kiranya Bapak untuk depat
menyetujuinya.

PIMPINAN
PERDUAAHAAN/ KOFERABL/ PERORARGAN,

Naroa Jelan



CONTOH 9.
LAPORAN REALISASHIZIN USAHA ANCRKUTAN

MAMA PERUSAHAAN f HOPERAST f{ PERORANGAN

Nmr hagpirdia
L Yrh Bk B Ll ha i
i.‘:;{-;arii S Ut hapmia Digsas Predrubunggm
B : Lt Nomist st tien Infiomeika,
L UssnA C Nk 10 :iua bupiton Ladwihaniseii
;
RAHETHETE T
LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN
rrhpapERyE AN
by, N
T == ot Jumlay armade | ’
g e aahip . 3 T - hartricangan
'_:' fe 1_]: it Armada i Operas: dak ‘_IW‘““’“ i
i  orenad ] . + L et g
I T i
!
!1 | ;
I' |
| ’
, |

];—-—..

i

{ |
.

R.n,r.m;n,:l',;:.-:.

SUNTETN AN PRRISIA AAY

BUPATI LABGUHANBATU,

dio

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR




LARRET RAN 1 PPERATURAN-BY AT LABUHANBATU
NOp WOR 158TF - hun 2012
TAANGOAL  TGGp..m 2012

Contoh 1 Permeohonan lzan Usaha Anghutan Sungai dan Danau
NAMPEDY S AHAANCRPERANS PERUR S ANCGAN -

Numreallenghao e Fedmne

e
Lagrpirar.- todsmit) berkas.

Pertag Plerme stgran e wasing - ‘et
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i
3
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Contoh 2.
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
MNomor L i, | eeeer ettt anas
Lampiran
Perihal : Pepolakan permohonan izin Kepada
Usaha angkutan sunga dan dacan YER. e e e
. Menunjuk surat permeabonan Saudara Nomor @ ... tanggal ....occevennenns

perihal permohonan ian usahs angkutan sungai dan danau, dengan ini diberitahukan

bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :

d. dat
2. Schubungan dengan hal tersebut buur 1, Saudara dapat mengajukan permohonan
baru ectelah melenghap persyaratan yang telab ditetapkan.

3. Demddan dlaampaiksn untuk donakiumi.

BUPATL LABUHANBATU

FERRTFITPRITPITTTVRT R Lo L 2ot e TV

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatks
Kabupaten Labuhanbatu
*) Coret yang tdak perlu
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Contoh 3.
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT LZIN USAHA ANOKUTAN SUNGQAI DAN DANAU [S[UASDA]
Nomor : -

Berdagarkan asurat permohonan lan Ua.aha Angkuum Sungai dan Danau danr

Perusahaan/ Koperasif Perorangan .. nomor . . tanggal ... diberikan
izin Usaha Angkutan Sungai dan Da.nau kcpada
NAMA PERUSAHAAN/KOFERASIS ﬂ ............................................ ]

PERORANGAN... %
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/
KOPERASI/PERORANGAN... 7
| NAMA PEMILIX/PENANQGUNG JAWAS
ALAMAT PEMILIK/PENANGOUNG JAWAB
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :
| (PWP}/KARTU TANDA PENDUDUK... %)
KEWAJIBAN PEMEQANG (S1UASD} N oeeee e seteerezecaeees

I, Mematuhi seluruh peraturan dan peruodang-undangan di bidang angkutan sungai dan danay,
keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup

2. Menyelenggarakan anghuian suagsl den denan menurut jadwal yang telah ditetapkmn,
mengumumkan dan melakasnakan ketentuan tarf angkutan sunge! dan danau sesuai ketentuan
yang berlaku.

3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi perayaratan kesclamatan (laik layar), seauei dengan trayek
yang ditetapkan,

4, Melaporkan sccara tertulis kepada Bupeti Labuhanbatu setiap kali terjadi perubaban meksud dan
tujuan perusahaan/koperasi/perarangan... 7

SURAT LZIN USAHA ANGKUTAN SUNCQAI DAN DANAU (BIUASDA] 18] DAPAT DITINJAU KEMBALl ATAU
DICABUT, APABILA PEMEGANG SIUASDA NI TIDAK DAPAT MEMENUH] KETENTUAN DALAM
SIUASDA INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEQIATAN
USAHANYA,

SURAT [ZIN USAHA ANOKUTAN SUNGALI DAN DANAU (STUASDA) INI BERLAKU SEJAK TANGOAL
DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONES(A SELAMA
PERUSABAAN/KOPERASI/ PERORANCAN. YANG BERSANQGKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA,

Chitetapkan di
Pada tanggal

NAMA JELAS BUPATI LABUHANBATUY
PENANGGUNG JAWAB

*) Coret yang udak perlu



Comoh 4,

Nama Lengkap

NAMA PERUSAHAAN/XOPERASI/PERORANGAN *)

No.Telepon

Nomor

Lamplran 1 {satu] berkas

L o P SPIFTY

Perthal : Permohonan Persetujuan Kepada
Pengoperasian Kapal ¥th. Bupati Labuhanbatu
Angkutan Sungai dan Danau dl

1. Qeng

an memperhatikan Keputusan Menterl Perhubungan Nomor : KM ........... Tahun
.. ientang Penyelenggaraan Angkutan Sungal dan Danau, dengan Ini kamit

mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian XKapal Angkutan Sungal dan
Danau.
2. Sebagal bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 [$aw) berkas dokumen untuk

mele
a.
b.

[
d.
B.
3. Deml

ngkapl permohonan dimaksud, yang terdid dari :

lzin Usaha Angkutan Sungal dan Danau {SIUASDA)

Bukt! kesiapan kapal untuk dioperastkan sesual ketentuan yang Derlaku serta
kapa!l yang sesual dengan spesifikasl trayek yang akan dilayani.

Nama dan ukuran kapal [GT}

Trayek yang dilayanl

Namor Paokak Wallls Pajak [NPWP)/Kartu Tanda Penduduk [KTP) ... *)

kian permohonan kaml dan Jika diterima, kaml menyatakan bersedia memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tembysan Yih,;

CIREKTUR PERUSAHAAN/KQOPERASIS
PERORANGAN ... *)

Matersl Rp.5.000,-

Nama Jelas

Kepala Binas Perhubungan, Komunikasl dan Informatlka

Kabupaten Labuhanbatu
*} Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATL

Nomor : R

Lampiran
Perihal : Penolakan Persetujuan Kepada

Pengoperasian Kapal Yth.
Angkutan Sungal dan Danau et s baa i s A
di

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor @ ... T3anggal wvvveerenen.. perihal
permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungal dan Danau, dengan inl
diberitahukan bahwa kami tidak dapal menyetujui permohonan Saudara, dengan
pertimbangan :

d. dst
2, Sehubungan dengan hal tersebut butlr 1, Saudara dapat mengajukan permohonan
taru serelah melengkapl persyaratan yang telah ditetapkan.
e 3. Oemikian disampalkan untuk dimakiuml.

BUPAT] LABUBANBATU

Te n Yth.;
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikas! dan Informatika
Xabupaten Labuhanbatu

*] Coret yang tdak perlu

!.*



Contoh 6.
PEMERINTAK KABUPATEN LABUMANBATY

SUAAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN XAPAL
ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU
Namor :

Berdasarkan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapa! Angkutan Sungal dan Danpau dan
Perusabaan/KoperasifPerofangan ..o, MOMOr . tanggal e . diberikan Persetujuan
Pengoperasian Kapal Angkutan Sungal dan Oanzy kepada

NAMA KAPAL

PADA TRAYEX

NAMA PERUSAHAAN/KQPERASY PERORANGAN... *)

ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPEAASI/PERORANGAN... *)

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB

ALAMAT PEMRI/PENANGGUNG JAWAS

NOMOR POKOK WAJIE PAJAK [(NPWP)/KARTY TANDA PENDUBUK.. )

KEWAIIBAN PEMEGANG (SIUASD)

1. Memilikl 1zin yang ssh.

2.  Menyelenggarakan angkutan sungal dan danau menurut |adwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan
melaksanakan ketentuan tantf angkutan sungal dan danau,

3, Mengoperasikan kapal yvang memenuhi persyaratan keselamalan (laik layar], sesual dengan trayek yang ditetapkan.

4. Selambat-ambatoya dalam wakte 1 {satu] bulan setelsh mempergieh Persetujuan Pengoperasian Xapal Angkutan
Sungal dan Danau, perusahaan harys melakukan keglatan yang nyata

S, Mematuht penggunaan dermaga ataupun tempat pendaratan laln yang ditelapkan oleh pihak-plhak laln yang
berwenang,

6. Menjamin Xeselamatan dan kelancaran naik twrunnya penumpang. barang. hewan, kendaraan dan muatan lainnya
termasuk menyediahan ruangasn untuk pos.

7. Menghindar segala sesuatu yang dapat menimbutkan pencemaran Hogkungan.
Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupat! Labuhanbatu secara perlodik sesual ketentuan yang bearlaku.

SURAT PERSITUIUAN PENGOPERASIAN XAPAL ANGXUTAN SUNGA} DAN DANAU INI DAPAT DITINJAU KEMBAU ATAU
DICABUT, APARILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWANBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOFERASIAN
KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAY INI DANJATAD MELAXUKAN TINDAX PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN
KEGLATAN USAHANYA,

SURAT PEASETUIUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAL INI BERLAKY SEIAK TANGGAL ...
SAMPAI DENGAN TANGGAL e o

Dhetapkan dl
Pada tanggal :

NAMA JELAS AUPAT) LABUHANBATY
PEHANGGUNG JAWAR

*) Coret yang tidak perlu



Membaca

Menlmbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

CONTOH 7.

KEPUTUSAN PEMBEKUAN LZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAL

KEPUTUSAM BUPATT LABUHANBATU
NOMOR ... } ... / 20...
TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGRUTAN SUNGAI DAN DANALS

BUPATI LABUHANBATU,

;. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan [rfonmabka Kabupaten Labuhanbatu Nomor

........... EBNGEN ooeee. e rrns e

a. bahwa dst.
b, batwa dst

1.
2.
3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Peraturan Pemertntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan DI Peralran;

Keputusan Menten Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutar
Sungal dan Danau;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPATT TENTANG PEMBEXUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGA] DAN DANAU

Membekukan ifn usaha angkutan :
Nama Perusahaan O
Pienpinan i

Alamat

Mulai Tanggal

Kepala Dinas Perhubungan, Komunlkast dan Informatika  Kabupaten Labuhanbatu
mengawasl Keputusan Inl serta melaporkan kepada Bupatl Labuhanbatu mengenal hasH
pengawasan terhadap hal bersebut,

Keputusan inj perlaku pada tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila di kemudidn han
tergapat kekeliruan di dalamnya aken diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.
Ottetapkan di Rantauprapat
Pada tanggat ..o

BUPATI LABUHANBATU,

NAMA JELAS



Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

o Sur
H-%

L
2.
3,

CONTOH 8.

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATT LABUHANBATU
NOMOR ... § ... j 20...
TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHANBATU,

at Kepala Dinas Perhubungan, Komunikast dan [nformatika Kabupaten Labuhanbati Nomor
[EURSUPUUROR - | 1« .| RV

bahwa dst.
b, bahwa dst

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tertang Angkutan Di Peralran;

Keputusan Menterl Pertiubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sungal dan Danau;

MEMUTUSKAN:
KEAUTUSAN BUPATT TENTANG PENCABUTAN [ZIN USAHA ANGKUTAMN SURGAT DAN DANAU

Mencabut izn usaha angkutan :

Nama Perusahaan : [T
Pimpinan : .
Alamat [ et et r s
Nomer Lzin Usaha e a et s e e e ar et ae

Kepala Dinas  Perhubungan, Komunlkasl dan  Informatika  Xabupaten Labuhanbaty
mengawast Keputusan inl serta melaporkan kepada Bupath Labubanbatu mengenal hasi
pengawasan terhadsp hat tersebut.
Keputusan inl berfaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiia di kemudian har
terdapat kekeliruan di dalamnya akan dladakan perbalkan sebagaimana mestinya.
Divatapkan oi Rantauprapat
Pada @nggal ...

BUPATI LABUHANBATU,

[ S T vervens)



CONTOH 9.

KEPUTUSAN PEMBEKUAN PERSETUIUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAL

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATL
NOMOR .., / ... { 20...
TENTANG
PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUFATT LABUHANBATU,
Membaca  Surat Kepata Dinas Perhubungan, Komunikas! dan Informatika Xabupaten Lapuhanbaty Nomor
.................. BRGYH oo
Menimbang ¢ 3. bahwa dst
b. bahwa dst
Merglngat 1 1. Undang-Unadang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan O Perairan;
3. Keputusan Menterl Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sungal dan Danauv;

MEMUTUSKAN;

Menetaphan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN  KAPAL
ANGKUTAN SUNGAL DAN DANAL

KESATY : Membelwskan persetujuan pengoperasian kapat angkutan :
Nama Kapal H
Pada Trayek e e
Nama Perusahaan/Koperasy/
Perorangan ..*)
Alamat Kantor Perusahaand
Koperasi/Perorsngan ...”}
Nama Pemilik/Penanggung jawab
Alamat Pemillk/Penanggung jawab
Mulal Tanggal

KEDUA : Kepals Dinas Perhubungan, Komunitkasi dan Iaformatika Xabupaten Labuhanbatu
mengawas! Keputusan inl serta melaporkan kepads Bupatl tabuhanbatu mengena! hasil
pengawasan terhiadag hal tersebut.

KETIGA : Keputusan in! beraku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablla di kemudian har
terdapat kekeliruan di dalamnya akan dladakan perbatkan sebagalmana mestinya,

Ditetapkan d Rantavprapat
Pada tanggal ...,

BUPATI LABUHANBATUY,



Mernbaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-10 -

CONTOH 10D.

KEPUTUSAN PENCABUTAN PERSETUJUAM PENGOPERASIAM XAPAL

ANGKUTAN SUNGAL DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATY
NOMOR ... / ... } 20...
TENTAMNG

PENCABUTAN PERSETUIUAN PENGOPERASTAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

BUPATI LABUHAMNBATU,

1 Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikas! dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor

a.
b.

1.
2
3.

............ GOl o e

bahwa dst.
batvwa st

tndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tertang Angkutan i Peralran;

Keputusan Menterl Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang  Pemyelenggaraan
Angkutan Sungal dan Danau;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATL TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASLIAN KAPAL
ANGIUTAN SUNGAL DAN DANAY

Mencabut persetujuan pengoperasian kapal angkutan :
Hama Kapat e
Pada Trayek T
Nama Perusahaan/Koperaslf

Perorangan %) e m e et b et re e
Alamat Kantor Pesusahaanf
Koperasl/Perorangan ...*)

Nama Pemllik/Penanggunyg jawab
Alarat Pemilic/Penanggung jawab
Nomor [zin Usaha

Kepata Oinas Perhubungan, Komunkas! dan  Informatika Kabupaten Labuhanbatu
mengawas Keputusan Inl serta melaporkan Kepada Bupat! Labuhanbatu mengenat hasll
pengawasan terhadap hat tersebut.

Keputusan Inl berlaku pada tanggsl ditetapkan dengan ketentuan apablla di kemudian harl
terdapat kekefiruan df dalamnya akan diadakan perbalkan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tangoal ...

BUPATI LABUHANBATU,

veeeesrssmtrnresnssasssssens)
NAMA JELAS



&
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Contoh 11,

PEMERINTAN KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAST DAN INFORMATINSG

SURAT UXUR KAPAL SUNGAI DAN DANAL

Diketuarkan bemdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensl Intemasional Tentang Pengukuran Kapal 19649, oleh
Pemenntah Republik Indonesia.

TEMPAT I TAHUN
NAMA KAPAL NAMA PANGGILAN PENDAFTARAN PEMBANGUNAN

|

B PANIANG . UKURAN DALAM TERBESAR DI TENGAH KAPAL

UXURAN - UMURAN POXONX

HINGGA GELADAX TERATAS

1S1 KAPAL ADALAK

15 kotor L i e e e
Isi bersih e e

Dengan Inl diterangkan bahwa 151 kapal Inl telah ditentukan sesual ketentudn-ketentuan dalam Kenvenst
Intemastonal Tentang Pengukuran Kapal 1969.

Olkeluaran dl . e
Pada tangpal L e s et e

AN. BUPATT LABUHANBATU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASE DAN

INFORMATTKA KABUPATEN LABUHANBATU



Copboh 12,

KOP SURAY

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIXASI DAN INFORMATINA
KABUPATEN LABUHANBATY

SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN
SARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Nomor

Tanda Selar

A, KETERANGAN KAPAL :

1.

2.

10.

MNama ¥apal

Jenls Kapal
Jenis Angkutan

Bahan

Tahun Pembuatan
Tahun Pengoperasian

Tempat Pembuatan & Galangan

Ukuran Kapal :
6.1. Panlang

Datarn
6.2.  isl Kotor

Kecepatan Kapal

Perlengkapan Keselamatan

8.1. Life Jaket (Baju Renang)
8.2. Life Bony {Pelampung)
8.3 Sekod f ILA / Rakit

Periengkapan Pemadam Kebakaran
9.1, Selang Hidran

9.2 Batot Al

9.3. Bak Pasir

5.4, taln-1ain § Sistem

Kelengkapan Komunlkas)
0.1, Radio VHF
10.2. Radio 558
103, Radio

10.4. EPIRE

Meter ; Lebar
Meter ; Sarat
o K Is! Bersh

Knot {Kecapatan Ekonoml)

Dewasa Anak-anak
Unit
Buah

Buah
Buah
Buah
Buah

o Ada/Mdak aoa
L Ada/Twiak ada
o AdaMdak ada

AdafTidak ada

Metear
Meter




11. Kapasias Angkut
111, Anak Buah Kapal (ABK)
11.2, Penumpang
11.3. Barang

B. KETERANGAN MESIN

1. Mesin Penggerak

L1, Merk

L2 Type

1.3 Serlal No.

1.4. Tenaga Penggerak
1.5. RP/M,

1.6. Tahun Pembuatan
1.7 Jents Bahan Bakar

C. KETERAMGAN PEMILIK :

1. Nema
2. Alamat

D. TUMJAN PENGGUNAAN

Tanda Tangan Pemtlik

Cxtatan :
») Coret yang tidak periu.

Tembusan Yth. :

-13-

Crang
Qrang
Ton

HP

: Angkutan Barang / Angkutan Penumpang f Angkutan Partwisata

AN, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KXOMUNIKASI
DAN TNFORMATIKA KAB.LABUHANBATL

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikas! dan Informatika

Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemilik Sarana ASD



—
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Contoh 13,
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANRATU
SERTIFINAY KELAINAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAT DAN DANAY

Yang bertanda tangan dl bawah Ini, Xepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu atas
nama Bupat) Labuhanbatu, menerangkan :

NAMA KAPAL TANDA PAS TONAGE KOTOR UKURAN 1
{GT) PxLxD(mtr)
L =1
i — e —
PENGGERAK MEREK l BAHAN JUMLAH TAHUN
F TK 7 KW [ UTAMA GELADAK PEMBANGUNAN

Dipergunakan sabagal
Narma dan Alamat Pemilik

telah didaftar datam Register ¥apal Sungal dan Danau dl DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIXASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU DENGAN REGSSTER Momor @ ... dan oleh karena ftu, berhak berfayar dengan menglibarkan
Sendera Republik [ndonesta.

Kepada seluruk pejabat Repubtik Indonesia dan mereka yang bersangkutan dibarap supaya memiperakukan Nakhoda Kapai
dan muataniya sesua( dengan ketentuan dan Undang-Undang Republik Indonesta dan perjanjlan-perjanjlan dengan negara-
negara lain,

berlaku Sampal Tanggal : ...

Dikaluarkan &l @ ..o
Pada tanggat

AN.  BUPATT LABUHANBATY
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIE DAN
TNFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU



-15.

Contoh 14.
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL
SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAUTIMA
KAPAL SUNGAT DAN DANAU
tI:?u(!'ﬁk;ie:Jarkan berdasarkan Keputusan BUPATT LABUHANBATU NOMIOr 1 .o ceeicios s e evnnsene

Yang bertanda tangan di bawah inl menyatakan bahwa :
Nama :
Termpat / Tanggal lahiy

Teiah lulus Ujian Kecakapan Nautika yang diadakan di
Pada anggal ... AN
telah memenuhi syarat sesual ketentuan Surat Xeputusan.

Dengan Pembatasan Kewenangan sebagai berkut :

Pemegang Surat keterangan kecakapan int berhak sebagal pemimpin kapal sungai dan danau
{baglan Nautika) dengan ukuran kapal sampal dengan 35 GT untuk kapal bermotor dap 105 GT
untuk kapal tidak bermotor.

e e AT r e g e

AN, BUPATI LABUHANBATU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN LABUMANBATU
Pas Folo
x4

Tanda tangan
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Contoh 15.
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SERTIFIKAT PENGAWAMAN KAPAL

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN TEKNIKA
KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Dikeluarkan berdasarkan Xeputusan BUPATT LABUHANBATU Nomov :
tentang & e

Yang bertanda tangan dl bawah inl menyatakan bahwa :
Nama
Tempat / Tanggat Jahir

Telah lulus Ufian Kecakapan Teknika yang diadakan di . .
Pada tanggal ..o . dan telah memenuhl syarat s&wai ketentuan Surat

Keputusan.

Dengan Pembatasan kewenangan sebagal berikut :
Pemegang Surat keterangan kecakapan Ini berhak sebagal pemimpin yang bertanggung jawab
terhadap teknis permesinan kapal sungal dan danau dengan ukuran kapal sampal dengan 35 GT.

TP L O I LI TT LT TTT MMy

AN. BUPATI LABUHANBATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU
Pas Foto
Ix4

Tanda tangan
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CONTOH 16.
PERMOHONAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

NAMA PERUSAHAAK/KOPERASI/PERORANGAN

Nomioe
Larnplran
Perihal

H [ Xepada:

1 Permohonan Persetujuan Yth, Bupatl Labuhanbatu
Fengalihan Pemiikan Cq. Kepala Dinas Perbubungan
Perusahaan Komunlkash dan Informatika

Kabupaten Labuhanbatu
dl-
Rantauprapat

5. Barsama Inl kami beritahukan, babwa :
Nama D, (TSR
{selaku pimpinan dari}
Nama Perusahaan
Mo lzin Usaha
Alamat Perusahaan
NFWP Perusahaan

Bermaksud meminta persetujuan Bapak untuk pengatihan pemilikan gerusahaan kami,

6. Adapum yang menjadl pertimbangan dan alasan pengalihan pemiikan perusahasn kaml tersebut adalah :

d. RPN
..
[

7. Sedang perubahan pemilikan dimaksud adatah ;

(= Nama pemilik semula :
Alamat pemnifik semula

d. Nama pemilik baru Lne
Alarmat pemilik baru :

R Demikian pemberitabuan karnt dan mohon Kiranys Bapak untuk dapat menyetujuinya,

PIMPINAR PERUSAHAAN/XOPERASI/PERORANGAN

MNams Jetas
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